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ABSTRAK 
PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP 

PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI STATUS POLIS LAPSE 

(KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN DALAM 
PEMBAYARAN  ANGSURAN PREMI 

(Studi Kasus Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn) 
 

RISKA FITRIANI SIREGAR 
NPM 178400297 

 
Hukum Perdata 

 
Di Asuransi terdapat perjanjian asuransi, dijelaskan dalam KUHPerdata 

menyatakan adanya “kesepakatan” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi 
untuk sahnya perjanjian tersebut, dalam meninjau perlindungan hukum dari 
pemegang polis dijelaskan terlebih dahulu dari aspek hukum, perjanjian asuransi 
akan membentuk hubungan hukum yang tercermin dalam perjanjian, kemudian 
perjanjian yang mengatur persyaratan dan kewajiban. Kedua belah pihak harus 
memenuhi komitmennya sesuai dengan posisi masing-masing sebagai tertanggung 
dan penjamin, pentingnya bisnis perasuransian dalam perkembangannya untuk 
memajukan perkembangan perasuransian. Premi harus dibayar tepat waktu, jika 
tertanggung beresiko saat polis jatuh tempo, penanggung tidak akan dapat 
memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim kepada tertanggung. 
Tertanggung belum memenuhi kewajiban membayar premi tepat waktu, sehingga 
klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi karena sudah 
dalam keadaan Lapse. Tidak membayarkan premi bukan kesalahan tertanggung 
melainkan kelalaian dari agen asuransi yang tidak menyetorkan premi ke 
perusahaan asuransi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 
Bagaimana pengaturan agen dalam perusahaan asuransi di Indonesia. Bagaimana 
pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap nasabah yang mengalami polis 
lapse akibat kelalaian agen dalam pembayaran angsuran premi (Putusan 
No.320.G/2019/PN Mdn). Metode penelitian dalam skripsi ini adalah Library 
Research yaitu peneliti yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu undang-
undang, buku-buku, penelitian ilmiah, internet, jurnal, penelitian lapangan. Dalam 
hal ini, peneliti langsung melakukan penelitian ke PN Medan dengan cara 
wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tergugat (PT Prudential life 
Assurance) sama sekali tidak bertanggungjawab dan sama sekali tidak ada Itikad 
baik terhadap penggugat (yurnawilis) atas pengklaiman asuransi tertanggung Alm. 
Ambun Sari (ibu kandung penggugat), karena perkara ini juga dinyatakan sebagai 
obscuur libel (kabur) dimana posita dan petitum si penggugat yang tidak 
berkaitan, bukan berarti dari pihak tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab 
atas pengklaiman asuransi si penggugat dan hal tersebut sangat merugikan dari 
pihak penggugat yang dari pihak tergugat sangat diuntungkan. 
Kata kunci : Pertanggungjawaban, Asuransi, Polis Lapse, Premi , Kelalaian 
Agen 
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ABSTRACT 

LIABILITY OF INSURANCE COMPANIES TO POLICY HOLDERS 
WHO HAVE LAPSE POLICY STATUS (LOSS) DUE TO  

NEGLIGENCE OF AGENT IN PAYMENT OF  
PREMIUM INSTALLATION 

(Case Study Decision No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn) 
 

RISKA FITRIANI SIREGAR 
NPM 178400297 

 
PRIVAT LAW 

 
In Insurance there is an insurance agreement, explained in the Civil Code which 
states that there is an "agreement" which is a condition that must be fulfilled for 
the validity of the agreement, in reviewing the legal protection of the policyholder, 
it is explained first. From the legal aspect, the insurance agreement will form a 
legal relationship which is reflected in the agreement, then an agreement that 
stipulates the terms and obligations. Both parties must fulfill their commitments in 
accordance with their respective positions as the insured and the insurer, the 
importance of the insurance business in its development to advance the 
development of insurance. Premiums must be paid on time, if the insured bears 
the risk at the end of the policy, the insurer will not be able to fulfill his 
obligations to pay claims to the insured. The insured has not fulfilled the 
obligation to pay premiums on time, so the insurance claim submitted is rejected 
by the insurance company because it is in a state of lapse. Not paying the 
premium is not the insured's fault but the negligence of the insurance agent who 
did not deposit the premium to the insurance company. The problem raised in this 
study is how to regulate agents in insurance companies in Indonesia. What is the 
responsibility of the insurance company to customers who experience policy lapse 
due to the agent's negligence in paying premium installments (Decision No. 
320.G/2019/PN Mdn). The research method in this thesis is Library Research, 
namely researchers who are carried out based on reading sources, namely laws, 
books, scientific research, internet, journals, field research. In this case the 
researchers directly conducted research to the Medan District Court by means of 
interviews. The result obtained is that the Defendant (PT Prudential Life 
Assurance) is completely irresponsible and has absolutely no good faith towards 
the Plaintiff (Yurnawilis) for the insurance claim of the deceased insured. Ambun 
Sari (the plaintiff's biological mother), because this case was also declared 
obscuur libel (blurred) where the posita and the plaintiff's petition are not related, 
does not mean that the defendant is not at all responsible for the plaintiff's claim. 
plaintiff's insurance and this is very detrimental to the party. the plaintiff of the 
defendant greatly benefited. 
Keywords: Liability, Insurance, Lapse Policy, Premium, Agent Negligence 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT memberikan 

kesempatan, rahmat, serta karunia-nya memberikan kesempatan kepada peneliti 

untuk menyelesaikan skripsi ini untuk menyelesaikan tugas akhir yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa fakultas hukum di wilayah Medan untuk memperoleh gelar 

sarjana (S-1). Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengalami banyak kesulitan 

seperti keterbatasan waktu, kurangnya kemampuan menulis, dan kemampuan 

menulis mandiri yang terbatas. Namun akhirnya dengan semangat, kerja keras dan 

rasa tanggung jawab, ia memperoleh gelar sarjana hukum, akhirnya dapat diatasi 

dengan baik. 

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut “PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN 

ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI 

STATUS POLIS LAPSE (KEHILANGAN) AKIBAT KELALAIAN AGEN 

DALAM PEMBAYARAN  ANGSURAN PREMI (Studi Kasus Putusan 

No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn).”  

Dalam proses penelitian artikel ini banyak pihak yang telah membantu saya, 

disini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada pihak-pihak berikut ini : Allah SWT. Yang senantiasa memberikan 

pertolongan, kesehatan, dan kemudahan disaaat Peneliti mendapatkan kesulitan, 

dan nikmat-Mu yang tak terhingga; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, 

baik dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula 

dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko yang mungkin 

dapat berkesinambungan usahanya. Praktek pertanggungan asuransi adalah 

merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dan 

tertanggung. 

 Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala 

keterangan dengan baik dan benar. Di pihak lain tertanggung juga percaya bahwa 

kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi sebelum timbulnya 

kerugian oleh karena itu agen sebagai penghubung, dalam hal ini bertugas 

memasarkan produk asuransi dan layanan didalamnya atau memberikan data yang 

selengkapnya kepada nasabah mengenai perusahaan agar nasabah tertarik dan 

menyatakan persetujuan untuk menjadi tertanggung dalam usaha tersebut. 

 Pada perusahaan asuransi  dimana tugas agen memasarkan produk asuransi 

dan menerima uang premi nasabah untuk disetorkan pada perusahaan asuransi 

tersebut. Sesuai dengan perjanjian kontrak keagenan, agen dilarang memberikan 

data palsu kepada perusahaan yang dapat berakibat merugikan perusahaan itu 

sendiri. Perusahaan asuransi jiwa dalam mencari nasabah melibatkan agen yang 

bertindak selaku agen pemasaran atau tenaga pemasaran dalam memberi jasa 

konsultasi bagi calon tertanggung, dan untuk mengemban tugas dari perusahaan 

asuransi memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah.  
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Agen dalam merekrut nasabah harus memberikan data yang sebaik-baiknya 

dari perusahaan, sebaliknya demikian agen pula dilarang memberikan data palsu 

kepada perusahaan atau hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, sebagaimana 

yang diatur dalam perjanjian kontrak keagenan dalam perusahaan asuransi 

tersebut. 

Di asuransi terdapat adanya perjanjian asuransi, yang di jelaskan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan dengan 

sepesifik adanya “kesepakatan” yang merupakan  syarat yang harus dipenuhi 

untuk sahnya perjanjian tersebut.1Intinya, asuransi adalah kesepakatan antara 

nasabah asuransi (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung) untuk 

mengalihkan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Risiko transfer 

antara lain: karena kemungkinan kejadian tidak pasti, dan kemungkinan kerugian 

besar dapat dinilai berdasarkan uang yang dialami nasabah. 

Dalam meninjau perlindungan hukum dari pemegang polis harus dijelaskan 

terlebih dahulu dari aspek hukum, perjanjian asuransi akan membentuk hubungan 

hukum yang tercermin dalam perjanjian (kontrak), kemudian perjanjian (polis) 

yang mengatur persyaratan dan kewajiban. Kedua belah pihak harus memenuhi 

komitmennya sesuai dengan posisi masing-masing sebagai tertanggung dan 

penjamin. Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian 

atau hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Tetapi dalam 

kedudukannya sebagai perjanjian khusus asuransi diatur dalam KUHD dan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di mana peraturan 

                                                           
1 Joko Tri Laksono,Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap 

Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan, Jurnal Hukum Magnum Opus, 
Vol. I, No. 1, 2018 
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tersebut memuat asas dan ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku sebagai 

kaidah hukum khusus, di samping hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku 

sebagai kaidah hukum umum.2 

Pentingnya bisnis perasuransian dalam perkembangannya dalam rangka 

memajukan perkembangan perasuransian, maka perusahaan asuransi perlu 

memberikan informasi kepada publik tentang penerapan teknologi dan dasar 

hukum pelaksanaan perjanjian asuransi. Menurut Endang Prasetyawati : 

"Hakikat dari kontrak baku merupakan kontrak yang telah distandarisasi 

isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk 

menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi kontrak tersebut, 

maka ia menandatangani kontrak tersebut, tetapi apabila menolak, maka kontrak 

itu dianggap tidak ada, karena debitur tidak menandatangani kontrak tersebut.”3 

 
Wirijono Prodjodikoro mengemukakan: 

 "Asuransi atau dalam bahasa Belanda disebut verzekering berarti 

pertanggungan. Dalam asuransi terlihat dua pihak yaitu yang satu sanggup 

menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu 

kerugian, yang mungkin ia akan derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang 

semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan 

terjadinya."4 

 

 

                                                           
2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
3 Endang Prasetyawati, 2009, Hukum Kontrak dan Kontrak Baku, Surabaya, 

Untag Press, hlm. 57.  
4 R. Wirijono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: 

Intermasa1979, Cet 5. hlm. 1. 
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Sebagaimana dikemukakan juga oleh A.Junaedy Ganieengan perjanjian 

sebagai berikut : 

Perjanjian asuransi bersifat khas, yakni: 

(1) Asuransi adalah Perjanjian Pribadi (Personal Contract). Hanya pihak 

yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian Polis asuransi tidak dapat 

dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin penanggung terutama jika akan 

meningkatkan risiko bagi penanggung; 

(2) Perjanjian Sepihak (Unilateral Contract). Pada perjanjian asuransi, 

seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu 

prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi 

batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis; 

(3) Perjanjian bersyarat (Conditional Contract). Penanggung hanya akan 

memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi 

dan tertanggung, memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung; 

(4) Perjanjian dipersiapkan sepihak (Contract of Adhesior). Pada umumnya, 

penanggung telah mempersiapkan perjanjian asuransi untuk diterima atau ditolak 

oleh tertanggung sehingga isi perjanjian asuransi jarang melalui proses negosiasi. 

Tertanggung seringkali berada dalam posisi tidak menerima berarti tidak membeli 

atau menerima apa adanya; 

(5) Perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (Aleatory Contract). Prestasi 

dipengaruhi oleh kemungkinan yang dapat timbul sehingga beban keuangan yang 

diperikatkan oleh para pihak tidak berimbang. Tertanggung membayar premi, 

tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak membayar apa pun. Sebaliknya, 

bila timbul sesuatu yang dipertanggungkan, premi yang dibayar tertanggung 
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umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus dibayar oleh 

penanggung.5 

 
Pengalihan risiko kepada pihak lain berarti perusahaan asuransi sebagai 

pihak yang menerima risiko merupakan pihak yang dapat mengelola risiko, 

terlepas dari apakah risiko tersebut terjadi pada individu atau persekutuan 

perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak memiliki 

kewajiban apapun kepada pihak yang mengalihkan risiko tersebut, karena perlu 

adanya kesepakatan dengan yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian 

asuransi, pihak yang pengalihan risikonya disebut dengan tertanggung, dan pihak 

yang pengalihan risikonya disebut dengan penanggung.6 

Mengingat status polis dalam perjanjian asuransi sangat penting, Menteri 

Keuangan selaku pengawas industri7 perasuransian mengeluarkan Keputusan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia.Nomor 422/KMK.06/2003 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (KMK 

No.422/2003). Dalam Pasal 8 dikemukakan sebagai berikut Polis Asuransi harus 

memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:8 

a. saat berlakunya pertanggungan; 

b. uraian manfaat yang diperjanjikan; 

c. cara pembayaran premi; 

                                                           
5 A. Junaedy Ganie, Op. cit., 2011, hlm. 68. 
6 Neo Yessi Pandansari, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam 

Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di PT. AsuramJasa Indonesia (Persero) Kantor 
Cabang Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 13. 

7 Pasca diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuangan 
(OJK) tanggal 22 November 2011 Tugas Menteri Keuangansebagai regulator dan 
pengawas dibidang perasuransian dialihkan ke OJK 

8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 422/KMK.06/2003 
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (KMK 
No.422/2003). 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 10/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Riska Fitriani Siregar - Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis....



6 
 

 

d. tenggang waktu (gruce period) pembayaran premi; 

e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan matauang asing apabila 

pembayaran premi dan manfaatdikaitkan dengan mata uang rupiah; 

f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaranpremi; dan 

g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan 

melewati tenggang waktu yang disepakati. 

Sebagaimana yang dikemukan oleh Abdulkadir Muhammad, sebagai 

berikut: 

 "Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian 

asuransi antara tertanggung dan penanggung sebagai alat bukti tertulis, isi yang 

tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat 

yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung 

dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan 

asuransi."9 

Dalam hal ini, konsumen (yaitu calon pembeli polis asuransi) harus secara 

aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya agar memahami hak dan kewajiban 

dalam perjanjian asuransi. Dengan kata lain, informasi yang diberikan oleh agen 

asuransi tidak akan langsung terserap, perlu dicari informasi lain terkait produk 

asuransi yang akan dibeli, karena ketika konsumen sering ingin mengajukan 

klaim, ia baru menyadari bahwa banyak syarat yang harus dipenuhi dalam polis 

asuransi, sehingga mendapatkan klaim. Selain itu, klaim tidak dapat ditanggung 

oleh risiko yang ditanggung oleh polis asuransi.10  

                                                           
9 Abdulkadir Muhammad. Op. cit., Hlm. 58. 
10 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 55 
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Di sisi lain, untuk mencegah pembatalan asuransi akibat tidak terbayarnya 

premi asuransi, para pihak biasanya mencantumkan klausul berikut dalam polis 

asuransi: “Premi asuransi harus dibayar dimuka (pada waktu tertentu).11 

Jika premi asuransi tidak dibayarkan pada waktu yang dijadwalkan, pihak 

asuransi Tidak akan beroperasi. “Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan 

kerugian maka penanggung tidak wajib membayar klaim tertanggung. Hal ini 

tentu saja sangat merugikan bagi tertanggung, karena jika tertanggung beresiko 

pada saat polis jatuh tempo maka penanggung tidak akan dapat memenuhi 

kewajibannya untuk membayar klaim kepada tertanggung, karena premi harus 

dibayarkan terlebih dahulu atau pada waktu yang telah ditentukan.  

Dalam hal ini, tertanggung dianggap belum memenuhi kewajiban membayar 

premi asuransi tepat waktu, sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh 

perusahaan asuransi. Di sisi lain, alasan tidak membayar premi asuransi pada 

pertanyaan ini bukan karena kesalahan tertanggung, melainkan karena kelalaian 

agen asuransi yang dengan sengaja tidak menyetorkan premi ke agen asuransi 

penagihan premi perusahaan asuransi. 

Kasus yang akan diangkat dan dibahas di dalam penelitian ini adalah 

Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn. Dimana Penggugat adalah Yurnawilis 

(sebagai Ibu Rumah Tangga) dan PT. Prudential Life Assurance sebagai 

Tergugat. Bahwa Penggugat adalah pemegang polis asuransi PT. Prudential Life 

Assurance (Tergugat) dengan Nomor Polis 10637915 dengan tertanggung atas 

nama Ambun Sarai (ibu kandung Penggugat) sebagaimana secara tegas diuraikan 

                                                           
11 Ibid6 
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dalam surat perjanjian polis tanggal 17 Maret 2018, penggugat memiliki 

kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan aquo. 

 Penggugat tertarik dan berkeinginan  bergabung menjadi nasabah di PT. 

Prudential Life Assurance (tergugat) yaitu bermula di awal tahun 2015, berawal 

dari kedatangan agen asuransi tergugat (tenaga pemasar), bernama Khalizah 

Pulungan  kode agen : 00033687 bersama suaminya bernama Yulius Juni Laila 

yang juga sebagai agen, kode agen : 00229117 datang kerumah penggugat 

bermaksud menawarkan berbagai keuntungan, fasilitas, dan keunggulan tergugat 

sebagai perusahaan asuransi dibanding dengan asuransi-asuransi lainnya. 

 Karena  saling kenal sebelumnya, sehingga penggugat tidak merasa curiga 

dengan maksud penawaran sebagai nasabah, penggugat menawarkan alamat 

rumah untuk surat menyurat dan untuk penagihan pembayaran premi, dan 

mengunjuk ibu kandung penggugat bernama Ambun Sari sebagai tertanggung 

dalam polis asuransinya. 

 Karena tergiur oleh bujuk rayu si agen, penggugat menandatangani surat 

Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 09 Maret 2015 yang blangkonya sudah 

dipersiapkan oleh agen tergugat, sesuai kesepakatan yang dibuat tata cara 

pembayaran premi bulanan yaitu dengan cara ditagih kerumah atau ke kedai 

tempat jualan penggugat, selanjutnya terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015 

hingga tanggal 22 Juni 2017 penggugat melakukan pembayaran melalui agen 

tergugat secara rutin dan terus menerus setiap bulannya tanpa terputus, jumlah 

premi yaitu Rp  700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan uang 

pertanggungan sebesar Rp 117.000.000.- (seratus tujuh belas juta rupiah). 
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Dalam kurun waktu pembayaran premi asuransi kepada tergugat melalui 

tenaga pemasar nya tersebut, hingga saat diajukannya gugatan a quo, penggugat 

sama sekali tidak pernah mendapat teguran atau peringatan secara tertulis dari 

tergugat tentang adanya premi yang belum dibayarkan dan atau peringatan lainnya 

termasuk tidak terkecuali tentang pembayaran premi telah lewat waktu yang 

berakibat polis asuransi menjadi tidak berlaku lagi serta dalam setiap pembayaran 

atau penyerahan uang untuk biaya premi asuransi dimaksud hanyalah dilakukan 

dengan saling percaya dan tanpa tanda bukti penerimaannya diserahkan tenaga 

pemasar tergugat tersebut kepada penggugat. 

Sehingga permasalahan pembayaran premi asuransi atas nama penggugat 

kepada tergugat mulai muncul pada bulan Juni 2017, di mana setelah penggugat 

membayar biaya asuransi dengan jumlah premi tersebut di atas yang 

pembayarannya secara rutinitas ditagih oleh tenaga pemasar tergugat tersebut ke 

rumah penggugat pada tanggal 22 Juni 2017, akan tetapi kenyataannya tidak 

disetorkan oleh tenaga pemasar tergugat tersebut ke rekening tergugat 

sebagaimana mestinya dengan alasan karena waktunya mepet karena hari Raya 

Idul Fitri 1438 H sudah di ambang pintu sehingga disebut kan bank sudah tutup 

dan pembayaran melalui ATM pun tidak bisa lagi, kemudian tenaga pemasar 

tergugat tersebut mengembalikan uang pembayaran premi asuransi  tersebut 

kepada penggugat pada tanggal 5 Juli 2017 dan menyarankan sebaiknya untuk 

pembayaran premi asuransi bulan berikutnya dan seterusnya agar Penggugat saja 

yang yang pembayarannya kepada tergugat baik langsung maupun melalui bank 

yang dihunjuk. 
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Penggugat sangat kecewa atas tindakan tenaga pemasar yang tidak amanah 

tersebut, maka tanpa mengetahui akibatnya penggugat menerima saja 

pengembalian uang untuk pembayaran premi bulan Mei Mei 2017 yang 

pembayarannya dilakukan pada bulan Juni 2017 tersebut, dan kemudian oleh 

karena masih dalam suasana lebaran maka penggugat menyetorkan uang 

pembayaran premi asuransi kepada tergugat pada tanggal 10 Juli 2017 untuk 3 

bulan sekaligus yakni untuk pembayaran premi bulan Mei Juni dan Juli 2017 

melalui bank Permata dan demikian juga dengan pembayaran premi bulan 

berjalan berikutnya hingga bulan Maret 2018 telah dibayarkan sendiri oleh 

penggugat melalui Bank Permata cabang Medan tersebut. 

Alangkah terkejutnya penggugat ketika bulan Maret 2018 menemui tergugat 

melalui kantor cabangnya di Medan dan melaporkan tentang tertanggung dalam 

polis asuransi atas nama Ambun Sari yang merupakan ibu kandung penggugat 

telah meninggal dunia dan bermaksud untuk mengajukan klaim asuransi 

pertanggungan atas meninggal dunianya tertanggung tersebut sembari bermaksud 

mempertanyakan tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan 

klaim uang pertanggungan asuransi dimaksud, penjelasan yang didapatkan oleh 

penggugat dari tergugat adalah jawaban yang sangat mengecewakan dengan 

menyebutkan klaim asuransi tidak dapat diajukan dengan alasan polis asuransi si 

penggugat sudah berakhir terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017 karena pembayaran 

premi sudah dianggap lewat waktu (lapsed). 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UU Perlindungan Konsumen)12 menjamin bahwa hak-hak tertanggung akan lebih 

diperhatikan. Dengan adanya “Undang-Undang Perlindungan Konsumen” maka 

Tertanggung sebagai konsumen berhak meminta semua informasi yang disepakati 

dalam asuransi.13 

 Karena pengguna layanan asuransi merasa dirugikan karena layanan yang 

mereka terima tidak memenuhi komitmen mereka, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 tahun 1999 menjamin mereka kompensasi .14 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik dengan judul 

“PertanggungJawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang polis Yang 

Mengalami Status Polis Lapse (Kehilangan) Akibat Kelalaian Agen Dalam 

Pembayaran  Angsuran Premi " 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam tulisan yang berjudul Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Terhadap 

Pemegang polis yang Mengalami Status Polis Lapse (kehilangan) akibat kelalaian 

Agen dalam Pembayaran Angsuran Premi   (Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN 

Mdn), sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaturan Agen dalam Perusahaan Asuransi di Indonesia ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi terhadap pemegang 

polis yang mengalami polis lapse akibat kelalaian agen dalam pembayaran 

angsuran premi (Putusan No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn) ? 
                                                           

12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 
Perlindungan Konsumen) 

13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
14 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 

Sinar Grafika, hlm.157 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan pembahasan peneliti dengan judul Perlindungan Konsumen 

Pengguna Jasa Asuransi Yang Mengalami Status Polis Lapse Akibat Penggelapan 

Angsuran Premi Oleh Agen,yaitu : 

1)  Untuk mengetahui dan mengerti Pengaturan Agen dalam Perusahaan 

Asuransi di Indonesia ; 

2) Untuk mengetahui dan mengerti pertanggungjawaban hukum terhadap 

pemegang polis yang mengalami polis lapse akibat kelalaian agen terkait 

dalam pembayaran angsuran premi oleh agen asuransi (Putusan 

No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn). 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Semoga hasil penelitian bisa dijadikan bahan referensi Perkembangan 

hukum khususnya penelitian hukum Asuransi. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan untuk Semua pihak, termasuk perusahaan 

asuransi dan kalangan sarjana dan masyarakat yang menaruh perhatian 

serius Bidang hukum khususnya hukum perasuransian. 

D. Hipotesis  

 

1. Perjanjian asuransi akan membentuk hubungan hukum yang tercermin  

dalam perjanjian (kontrak), kemudian perjanjian (polis) yang mengatur 

persyaratan dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perasuransian di mana peraturan tersebut memuat asas dan 
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ketentuan-ketentuan sendiri yang berlaku sebagai kaidah hukum khusus, di 

samping hukum perjanjian pada umumnya yang berlaku sebagai kaidah 

hukum umum. Pengaturan Agen yang terdapat pada peraturan Perusahaan 

Asuransi sudah tepat, tetapi ada beberapa agen yang tidak mematuhi 

peraturan tersebut, maka terjadi kelalaian agen dari perusahaan asuransi 

tersebut, bahkan dalam pembayaran premi nasabah sudah tepat waktu 

tetapi dari kelalaian agen tersebut membuat polis asuransi nasabah jadi 

lapse; 

2. Terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap 

pengguna jasa asuransi yang mengalami status polis lapse (kehilangan) 

akibat kelalaian agen dalam pembayaran premi asuransi seharusnya 

perusahaan asuransi lebih baik melakukan pertanggungjawaban terhadap 

kelalaian agen dalam pembayaran premi nasabah yang sudah lapse. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UU Perlindungan Konsumen) menjamin bahwa hak-hak tertanggung akan 

lebih diperhatikan. Dengan adanya “Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen” maka Tertanggung sebagai konsumen berhak meminta semua 

informasi yang disepakati dalam asuransi. 

Karena pengguna layanan asuransi merasa dirugikan dan layanan 

yang mereka terima tidak memenuhi komitmen mereka, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen menjamin mereka kompensasi .
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A.  Tinjauan Umum tentang Asuransi 

1. Pengertian Asuransi 

Istilah asuransi merupakan adopsi dari istilah assurantie (Belanda), 

assurance (Inggris) Ini banyak digunakan dalam praktik di dunia bisnis. Dalam 

literatur hukum, istilah yang digunakan adalah pertanggungan yang merupakan 

serapan dari istilah verzekering (Belanda). Namun, saat ini kedua istilah ini 

digunakan sebagai sinonim dalam literatur bisnis dan hukum.15 

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut dengan “Verzekering yang artinya 

"Asuransi" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 246 undang-undang Hukum 

dagang sebagai kesepakatan, Penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung 

dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena 

suatu kerugian, kerusakaan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang 

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 

Sedangkan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, mengatur bahwa:  

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 

asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis, karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 

                                                           
15 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 6-7 
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tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti, atau; 

b. memberikan pembayaran didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau 

pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat 

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan 

dana 

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah 

kesepakatan yang dicapai antara tertanggung atau pemegang polis dengan 

perusahaan asuransi yang disebut penanggung, tertanggung atau pemegang polis 

mengikatkan diri untuk membayar premi, sedangkan Penanggung wajib 

membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung atau pemegang polis 

karena kejadian yang tidak pasti, atau menanggung santunan atas pembayaran 

akibat meninggalnya Tertanggung. 

Ada beberapa elemen-elemen yuridis dari suatu asuransi adalah sebagai 

berikut : 

a. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan); 

b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan 

membayar ganti rugi); 

c. Adanya kontrak asuransi (antara penanggung dan tertanggung); 

d. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh 

tertanggung; 
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e. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi (misalnya kebakaran 

dalam asuransi kebakaran); 

f. Adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung kepada tertanggung 

(fakultatif).16 

Asuransi memiliki beberapa unsur, yaitu :17 

1. Asuransi merupakan suatu perjanjian; 

2.  Asuransi memiliki premi asuransi; 

3. Asuransi memberikan kewajiban kepada pihak penanggung untuk 

memberikan penggantian kepada pihak tertanggung; 

4. Asuransi mensyaratkan pada suatu peristiwa yang belum terjadi (anzekes 

voorval). 

2.  Jenis – jenis Asuransi 

Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:  

 Asuransi Kerugian (asuransi kebakaran), yaitu: 

a. Asuransi Kebakaran; 

b. Asuransi Kehilangan dan Kerusakan; 

c. Asuransi laut; 

d. Asuransi Pengangkutan; 

e. Asuransi Kredit. 

Asuransi Jiwa (asuransi kecelakaan), yaitu: 

a. Asuransi Kesehatan; 

                                                           
16 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era 

Global” ,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2012. hlm 249 
17 Man Suparman Sastrawidjaja, Op.cit, hlm. 16 
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b. Asuransi Jiwa Kredit.18 

3 .  Prinsip-Prinisip Asuransi  

 Prinsip-prinsip di dalam asuransi, sebagai berikut :19 

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest 

Principle), dalam arti pihak tertanggung memiliki suatu kepentingan 

tertentu yang akan diasuransikan. Prinsip kepentingan yang dapat 

diasuransikan diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang yang menjelaskan bahwa, "Apabila seorang yang telah 

mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang 

yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat 

diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap 

barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah 

diwajibkan memberikan ganti rugi”; 

2. Prinsip itikad terbaik (Utmost Good Faith Principle), dalam arti pihak 

tertanggung dan pihak penanggung memiliki itikad baik bahwa 

perjanjian asuransi tidak dilakukan untuk merugikan salah satu pihak. 

Prinsip itikad terbaik diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, "Setiap keterangan yang 

keliru atau tidak benar ataupun setiap memberitahukan hal-hal yang 

diketahui oleh si tertanggung, betapa pun itikad baik ada padanya, yang 

                                                           
18 Tolak Guntara, Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya, 

Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Vol 1, No.1, 2016 
19 Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 

26-37 
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demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah 

mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup 

atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama mengakibatkan 

batalnya Perjanjian”; 

3. Prinsip suborgasi bagi penanggung (Suborgation Principle), dalam arti 

pihak tertanggung yang telah menerima ganti kerugian memiliki 

sejumlah tagihan kepada pihak lain yang secara hukum bertanggung 

jawab atas kerugian yang terjadi; 

4. Prinsip gotong royong (Contribution Principle), dalam arti prinsip yang 

berlaku, apabila suatu polis asuransi dibuat oleh beberapa tertanggung 

dan masing-masing penanggung melakukan pembayaran ganti kerugian 

kepada tertanggung sesuai dengan perimbangan nilai premi yang 

mereka terima dan besarnya risiko yang mereka tanggung; 

5. Prinsip sebab akibat (Causalitier Principle). dalam arti asuransi 

didasarkan atas hubungan kausalitas dari perjanjian yang dilakukan. 

Prinsip sebab akibat diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang yang menjelaskan : “Bahwa pihak penanggung akan 

memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung akibat suatu 

kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang 

diharapkan”. 

Asuransi memiliki banyak manfaat, sebagaimana menurut Herman Darmawi 

dikutip oleh Angger Sigit Pramukti dan Andre  Budiman, sebagai berikut :20 

                                                           
20 Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, Op. Cit.,, hlm. 26-34. 
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a) Melindungi risiko investasi; 

b)  Sebagai sumber dana investasi; 

c) Untuk melengkapi persyaratan kredit; 

d) Dapat mengurangi kekhawatiran; 

e) Mengurangi biaya modal; 

f) Menjamin kestabilan perusahaan; 

g) Dapat meratakan keuntungan; 

h)  Dapat menyediakan layaan professional; 

i)  Mendorong usaha pencegahan kerugian; dan 

j)  Membantu pemeliharaan kesehatan. 

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja, asuransi dibedakan menjadi 

beberapa kategori, antara lain :21 

1.  Penggolongan secara yuridis : 

a. Asuransi kerugian (schadeverzekering) adalah semua jenis-jenis 

asuransi yang dimana kepentingannya dapat dinilai dengan uang; 

b. Asuransi jumlah (sommenverzekering) adalah semua jenis asuransi 

dimana kepentingannya tidak dapat dinilai oleh uang sehingga 

penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa dengan 

pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya.  

2.  Penggolongan berdasarkan kriteria dengan ada tidaknya kehendak bebas:  

a. Asuransi sukarela (voluntary insurance) adalah asuransi yang terjadi 

oleh kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya;  

                                                           
21 Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, Op. Cit.,, hlm. 26-34.  
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b. Asuransi wajib (compulsory insurance) adalah asuransi diwajibkan oleh 

suatu ketentuan perundang-undangan, dalam beberapa jenis terdapat 

sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilaksanakan.  

3. Penggolongan berdasarkan sifat:  

a. Asuransi premi (premie verzekering) adalah asuransi antara 

penanggung dengan  tertanggung, dan antara tertanggung yang satu 

dengan tertanggung yang lainnya tidak adanya hubungan hukum 

sehingga tiap-tiap tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar 

premi kepada penanggung;  

b. Asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering) adalah asuransi 

yang merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung 

sebagai anggota. Dibentuknya perkumpulan tersebut karena antara para 

anggota terdapat adanya hubungan hukum dan mempunyai tujuan yang 

sama, sehingga anggota tidak membayar premi, tetapi dengan 

membayar iuran tetap kepada perkumpulannya. 

Dewan Asuransi Indonesia, mengemukakan sebagai berikut. "Asas pokok 

dalam perjanjian asuransi, yaitu : 

a. Keharusan adanya suatu kepentingan (insurable interest). Perjanjian   

asuransi merupakan perjanjian yang peka, yang gampang sekali berubah 

menjadi judi dan pertaruhan. Oleh karena itu, tanpa ada kepentingan dalam 

objek asuransi, tertanggung tidak dapat menarik sesuatu ganti rugi dari 

penanggung. Barang siapa menuntut suatu ganti kerugian asuransi harus 

dapat membuktikan bahwa ia pada saat terjadinya kerugian memang 
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mempunyai kepentingan yang menjadi objek asuransi (voorwerp van 

verzekering) yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan di dalam polis 

yang diserahkan; 

b. Asas Uberrima fides. Suatu hal dari hal-hal lain yang penting bagi 

penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD; 

c. Asas Indemnitas, subrogasi, dan kontribusi.  

Asuransi juga  dijiwai oleh beberapa asas yang berlaku, sebagai berikut:22 
 

1. Perjanjian asuransi memiliki asas sepakat (konsensual), dalam arti suatu 

perjanjian asuransi akan berlaku dan mengikat setelah ada kata sepakat; 

2. Perjanjian asuransi memiliki asas bersyarat (onditiuona), dalam arti 

perwujudan prestasi pihak penanggung digantungkan kepada suatu 

peristiwa yang tidak pasti, yaitu apakah risiko yang dipertanggungkan 

akan terjadi atau tidak akan terjadi; 

3. Perjanjian asuransi memiliki asas kepercayaan (trust), dalam arti 

pengalihan risiko kepada pihak penanggung melalui pembayaran premi, 

sehingga pihak tertanggung percaya bahwa apabila risiko terjadi, pihak 

penanggung akan memberikan penggantian atas kerugian yang diderita 

oleh pihak tertanggung. 

Subjek di dalam perjanjian asuransi terdapat dari pihak tertanggung, pihak 

penanggung. dan pihak penunjang perusahaan asuransi, dijelaskan sebagai 

berikut: Pihak penanggung merupakan pihak yang menanggung risiko yang telah 

                                                           
22 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. Op.cit. hlm. 52. Lihat juga: Agus 

Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base 
Capital, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm. 46. 
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diperjanjikan dengan membayar kerugian atau membayar sejumlah uang kepada 

pihak tertanggung yang memberikan premi asuransi, apabila pihak tertanggung 

mengalami peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kerugian bagi pihak 

tertanggung. 

Man Suparman Sastrawidjaja menjelaskan bahwa pihak penanggung 

memiliki hak-hak, seperti ;23 

a. Pihak penanggung memiliki hak untuk menuntut pembayaran premi kepada 

pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian; 

b. Pihak penanggung memiliki hak untuk meminta keterangan yang benar dan 

lengkap kepada pihak tertanggung yang berhubungan dengan objek yang 

diasuransikan kepada pihak penanggung; 

c. Pihak penanggung memiliki hak untuk memiliki premidan menuntut premi 

ketika peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali disebabkan oleh 

kesalahan dari pihak tertanggung sendiri, sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

d. Pihak penanggung memiliki hak untuk memiliki premi yang telah diterima, 

meskipun asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang 

dari pihak tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 282 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang; 

e. Pihak penanggung memiliki hak untuk melakukan asuransi kembali kepada 

pihak penanggung lainnya untuk membagi risiko yang dihadapi, 

                                                           
23 Man Suparman Sastrawidjaja, Op.cit, hlm 22 
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sebagaimana yang diaturdalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang. 

Man Suparman Sastrawidjaja juga menjelaskan tentang kewajiban-

kewajiban yang dimiliki oleh pihak penanggung, dijelaskan sebagai berikut:24 

a.  Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian 

atau memberikan sejumlah uang kepada pihak tertanggung, apabila 

peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat 

menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut; 

b. Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk menandatangani dan 

menyerahkan polis kepada pihak tertanggung, sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 259 dan Pasal 260 Kitab Undang Undang Hukum Dagang; 

c.  Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengembalikan premi 

kepada pihak tertanggung, apabila asuransi batal atau gugur dengan syarat 

pihak tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang; 

d. Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti biaya-biaya yang 

dibutuhkan untuk membangun kembali apabila diperjanjikan (khususnya 

untuk kebakaran), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang. Pihak tertanggung yang merupakan pihak yang 

memberikan premi asuransi kepada pihak penanggung untuk mengalihkan 

risiko yang terjadi kepada pihak penanggung. Pasal 250 dan Pasal 264 Kitab 

                                                           
24 Ibid, hlm. 23. 
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Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa, "Bilamana seseorang 

yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk 

tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada 

waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak 

berkewajiban mengganti kerugian." Pertanggungan dapat diadakan tidak 

hanya atas beban sendiri, akan tetapi juga atas beban pihak ketiga, baik 

berdasarkan amanat umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang 

berkepentingan sekalipun, dan untuk hal itu harus di indahkan ketentuan-

ketentuan. 

Man Suparman Sastrawidjaja menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki 

oleh pihak tertanggung, sebagai berikut;25 

a.  Pihak tertanggung memiliki hak untuk menuntut agar polis ditandatangani   

oleh pihak penanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang; 

b. Pihak tertanggung memiliki hak untuk menuntut supaya polis segera 

diserahkan oleh pihak penanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

c.  Pihak tertanggung memiliki hak untuk meminta ganti kerugian dari pihak 

penanggung. 

Man Suparman Sastrawidjaja juga menjelaskan mengenai kewajiban-

kewajiban yang dimiliki oleh pihak tertanggung, sebagai berikut: 

                                                           
25 Ibid, hlm. 20. 
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a. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar yang diatur dalam 

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

b. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang 

benar kepada pihak penanggung mengenai objek yang diasuransikan, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang; 

c. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk mencegah mengusahakan agar 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang 

diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Apabila pihak penanggung 

dapat membuktikan bahwa pihak tertanggung tidak berusaha untuk 

mencegah terjadinya peristiwa kerugian, pihak penanggung dapat menolak 

memberikan ganti kerugian dan menuntut ganti kerugian kepada pihak 

tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang; 

d. Pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan 

kepada pihak penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa 

objek yang diasuransikan disertai dengan usaha-usaha pencegahan; 

e. Pihak penunjang asuransi, ialah pihak yang menyelenggarakan jasa 

keperantaraan; 

f. Pihak pialang asuransi yang merupakan pihak yang memberikan jasa 

keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti 

rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan pihak tertanggung; 
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g. Pihak pialang reasuransi yang merupakan pihak yang memberikan jasa 

keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian 

ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan 

asuransi; 

h. Pihak penilai kerugian asuransi yang merupakan pihak yang memberikan 

jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang 

dipertanggungkan; 

i. Pihak konsultan akturia yang merupakan pihak yang memberikan jasa 

konsultasi akturia; 

j. Pihak agen asuransi yang merupakan pihak yang memberikan jasa 

keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama 

pihak penanggung. 

 
B.  Tinjauan Umum Tentang Polis 

1.  Pengertian Polis 

Polis merupakan sebuah akta yang sengaja dibuat sebagai tanda bukti 

adanya asuransi antara penanggung dengan tertanggung sesuai dengan yang diatur 

dalam Pasal 255 KUHD. Dari pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa polis adalah 

unsur mutlak di dalam asuransi. Bahkan sebaliknya, di Pasal 257 KUHD, 

mengatur bahwa polis hanya merupakan suatu tanda bukti dari perjanjian 

pertanggungan dan bukan dari suatu unsur mutlak. Tetapi, untuk beberapa jenis 
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asuransi, polis adalah suatu unsur mutlak, seperti yang termuat dalam KUHD 

Pasal 272, Pasal 280, Pasal 603, Pasal 606 dan Pasal 615.26 

a. Safri Ayat, mengemukakan pengertian polis, yaitu: 

“Policy berasal dari bahasa latin Polizia yang berarti suatu dokumen yang 

memuat perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, dalam bahasa 

Indonesia disebut sebagai polis. Berbeda dengan perjanjian lainnya, di mana 

kedua belah pihak bebas untuk menentukan kondisi dan syarat-syarat yang 

akan diperjanjikan, tidak demikan halnya dalam perjanjian asuransi,di mana 

perjanjian dituangkan dalam bentuk polis yang isinya pada umumnya 

standar.”27 

b. Chairul Huda dan Lukman Hakim menjelaskan polis asuransi, yaitu: 

"Polis asuransi merupakan kontrak yang berbeda dari kontrak biasa, pada 

kontrak biasa diperlukan tandatangan dari pihak yang melakukan kontrak. 

Tetapi pada kontrak asuransi, offer (penawaran) dari perusahaan asuransi 

adalah surat penawaran (quotation atau insurname proposal) yang kemudian 

ditindak lanjuti dengan penerbitan polis sedangkan acceptance (tanda 

terima) dari tertanggung adalah persetujuan proposal, perintah penerbitan 

polis dan pembayaran premi.28 

2. Jenis-Jenis Polis : 

  Jenis-Jenis Polis dalam Praktik 

                                                           
26 Purwosutjipto, 1984, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7, Cetakan 

Djambatan, Jakarta, hlm. 185. 
27 Safri Ayat, Kamus Praktis Asuransi, Jakarta: Erlangga, 1996, hlm. 163. 
28 Chairul Huda dan Lukman Hakim, Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi, 

Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 32. 
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a. Polis perjalanan artinya penanggung menjamin kepentingan 

tertanggung selama dalam perjalanan. Misalnya dari Tanjung Priok ke 

Tanjung Perak; 

b. Polis pelabuhan artinya penanggung menanggung risiko yang mungkin 

menimpa kapal selama berada di pelabuhan; 

c. Polis waktu artinya menanggung risiko selama jangka waktu tertentu. 

Misalnya 6 bulan, 12 bulan; 

d. Polis ditaksir artinya jumlah harga tanggungannya ditaksir. Misalnya 

Rp10.000.000,- tidak jadi soal apakah nilai sebenarnya atau bukan. 

Jenis-Jenis polis dalam KUHD, sebagai berikut: 

A. Polis Terbuka 

Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 273 KUHD yaitu: "apabila harga 

barang-barang yang dipertanggungkan oleh para pihak tidak dinyatakan di 

dalam polis, maka harga tersebut dapat dikuatkan dengan segala macam 

alat bukti." 

B. Polis Ditaksir 

Dijelaskan di dalam Pasal 274 KUHD, sebagai berikut: 

(1) Apabila harga tersebut dinyatakan di dalam polis, namun hakim 

mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan kepada tertanggung supaya 

ia memberikan dasar lebih lanjut dari harga yang disebutkan itu, manakala 

oleh penanggung dimajukan alasan-alasan, yang menimbulkan cukup 

persangkaan bahwa harga yang disebutkan tadi adalah terlampau tinggi. 
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(2) Bagaimanapun, penanggung selamanya berhak untuk membuktikan di 

muka hakim, bahwa harga yang disebutkan itu terlampau tinggi. 

C. Nilai Polis Ditetapkan oleh Ahli 

Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 275 KUHD, yaitu: 

“Apabila demikian, barang yang dipertanggungkan itu sebelumnya telah 

ditaksir harganya oleh ahli-ahli yang untuk itu ditunjuk oleh para pihak, 

dan yang jika diminta, disumpah oleh Hakim, maka tidak dapatlah 

penanggung melawannya, kecuali apabila telah terjadi suatu penipuan 

kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kekecualian yang ditetapkan 

dalam peraturan-peraturan khusus." 

3. Fungsi Polis 

Fungsi polis menurut Radiks Purba, yaitu: 

a. Perjanjian pertanggungan (a contract of indemnity); 

b. Janji dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian 

yang diderita oleh tertanggung yang diakibatkan oleh suatu peristiwa 

yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip; 

c. Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula; atau; 

d. Untuk menghindarkan tertanggung dari bangkrut (total collapse). 

e. Sebagai bukti pembayaran premi pertanggungan yang merupakan 

imbalan atas janji pihak penanggung untuk memberi ganti rugi.29 

Dijelaskan dalam Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi 

jiwa, harus memuat sebagai berikut: 

                                                           
29 Radiks Purba, Asuransi Pengangkutan Laut, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 39. 
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a) Hari dan tanggal pembuatan asuransi; 

b) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga; 

c) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan; 

d) Jumlah uang yang diasuransikan;Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh 

penanggung: 

f) Saat mulai dan berakhirnya bahaya yang menjadi tanggungan penanggung; 

g) Premi asuransi; dan 

h) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan 

segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak. 

 C.   Tinjauan Umum tentang Polis Lapse &Agen 

1. Pengertian Polis Lapse 

 Polis asuransi bisa menjadi berubah menjadi lapse, dalam kondisi ini 

biasanya nasabah tidak lagi bisa mendapatkan manfaat seperti saat pertanggungan 

berlangsung. Polis lapse adalah suatu kondisi ketika asuransi yang tidak dapat 

diambil manfaatnya karena statusnya batal atau tidak aktif lagi. Kondisi ini 

biasanya disebabkan karena premi yang tidak dibayarkan melewati masa 

tenggang.30 

2. Penyebab Polis Lapse 

Penyebab polis lapse terjadi karenakan oleh 2 (dua) hal, yaitu:31 

a. Dalam 1 (satu) tahun pertama premi tidak dibayarkan hingga melewati 

masa tenggang. Contoh, tertanggung sudah menunggak selama 3 (tiga) 
                                                           

30https://www.cekaja.com/info/definisi-polis-lapse-dan-ketahui-sebab-dan-
akibatnya 

31 Wawancara dengan Anty Rivani, manager PT.AXA Indonesia Cabang Bandar 
Lampung, Bandar lampung, pada Tanggal 20 Febuari 2018 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 10/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Riska Fitriani Siregar - Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis....



31 
 

 

bulan premi di tahun pertama, maka akan hilang dan premi tidak 

dibayarkan hingga melewati masa tenggang. Terkecuali apabila 

tertanggung sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun ada nilai tunainya. 

Apabila tertanggung tersebut sudah membayar dalam 4 (empat) tahun 

preminya, kemudian di tahun ke 5 (lima) tertanggung tidak membayar 

premi sebagaimana ketentuan yang tetera dalam polis maka tertanggung 

akan mendapatkan hasil investasi yang terbentuk di tahun ke 4 tersebut. 

b. Nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya polis. Setelah 

polis berusia 2 (dua) tahun, biaya-biaya polis (biaya akuisisi yang masih 

tersisa, biaya asuransi, dan administrasi) akan langsung dipotong dari 

nilai investasi, tanpa melihat apakah nasabah telah menyetor premi atau 

tidak. Menurut  ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian : “Bahwa 

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau 

lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang 

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan 

suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.” 

Berdasarkan definisi tersebut maka asuransi merupakan suatu bentuk 

perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH 
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Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang 

bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH 

Perdata. Menurut Pasal 1774 KUH Perdata,  

Suatu persetujuan untung–untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu 

perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak 

maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum 

tentu.  

Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat 

ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam 

prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya 

kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Sesuai ketentuan 

perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib 

menerbitkan polis asuransi Pasal 255 KUHD.  

Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara 

tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-

syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan 

kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan 

asuransi. Polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian 

asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat 

bukti tertulis maka para pihak (khususnya tertanggung) wajib memperhatikan 

kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat 
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yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan 

perselisihan (dispute).32  

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis harus memuat syarat-

syarat khusus, berikut ini: 

1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi; 

2. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga; 

3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan; 

4. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan); 

5. Bahaya-bahaya atau evenemen yang ditanggung oleh penanggung; 

6. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan 

penanggung; 

7. Premi asuransi; 

Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala 

janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan 

Banker’s Clause, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian 

penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak. Akibat 

hukum atas pelanggaran dalam perjanjian asuransi jiwa,bahwa ketentuan tentang 

pindak pidana di bidang Asuransi Jiwa yang terdapat dalam Pasal 73 sampai 

dengan Pasal 82 UU Peransuransian. 

a. Masa Tunggu Kembali ke Awal33 

                                                           
32 Mashudidan Moch. Chidir Ali, 1995, Hukum Asuransi, Bandung : CV. Mandar 

Maju 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 10/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Riska Fitriani Siregar - Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis....



34 
 

 

Ada beberapa hari masa tunggu saat nasbah membeli polis asuransi. Polis 

yang baru saja dibeli, tidak langsung aktif dan bisa digunakan, melainkan harus 

menunggu 12 hari hingga 90 hari tergantung jenis asuransi dan fitur yang 

digunakan. Untuk penyakit khusus masa tunggunya yaitu 12 hari titik artinya jika 

polis lapse maka setelah kamu mengaktifkan kembali polis asuransi yang telah 

dibeli tersebut akan aktif setelah 12 hari. 

Berbeda dengan polis asuransi penyakit kronis yaitu hingga 90 hari. 

Sedangkan untuk penyakit biasa masa tunggu nya mencapai hingga 30 hari. Ini 

merupakan dampak dari polis lapse. Karena premi yang tidak dibayarkan secara 

beberapa bulan berturut-turut dan akhirnya menunggak. Hal ini tentu berbeda jika 

nasabah membayarkan polis asuransi dengan rutin. Seorang nasabah tidak akan 

mengeluarkan biaya lainnya seperti biaya tunggakan hingga biaya extra jika premi 

masih dalam kondisi polis lapse namun nasabah akan mengajukan klaim atau 

pembayaran. 

Sehingga, misalnya ada nasabah yang mengalami polis lapse dan dia ingin 

mengaktifkan kembali status polis asuransinya. Nasabah tersebut kemudian 

mengaktifkan kembali polis lapse di tanggal 20 Januari 2020. Namun dia tidak 

bisa langsung menggunakan asuransi kesehatan maupun unit link tersebut. Untuk 

bisa menggunakan kembali poli sasuransi, ia tetap menunggu yaitu dengan masa 

tunggu yang telah diinformasikan sebelumnya. Meskipun demikian, bukan tidak 

mungkin Jika nasabah ingin mengembalikan  asuransi yang sudah tidak digunakan 

dengan asuransi yang sehat untuk jiwa kecelakaan 

                                                                                                                                                               
33https://www.cekaja.com/info/definisi-polis-lapse-dan-ketahui-sebab-dan 

akibatnya 
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b. Memulihkan Polis Asuransi 

Tentu akan sulit jika polis asuransi menjadi lapse saat nasabah sedang 

membutuhkan biaya perawatan. Jadi, lebih baik membayar premi tepat waktu, 

daripada kehilangan manfaat hanya karena telat membayar. Ada berbagai resiko 

yang bisa nasabah dapatkan jika kondisi polis asuransi mu menjadi lapse. Namun 

nasabah  juga bisa memulihkan polis asuransi mu kembali dengan berbagai cara 

seperti berikut ini. 

1. Hubungi Agen Asuransi 

Jika polis asuransi mengalami lapse maka hal pertama yang bisa nasabah 

lakukan adalah menghubungi customer service maupun call center dan agen 

asuransi terkait. Sampaikan keluhan atau alasan kenapa nasabah bisa 

terlambat membayarkan premi asuransi kemudian mintalah solusi apa saja 

yang perlu nasabah lakukan untuk memulihkan polis asuransinya kembali. 

Biasanya, nasabah akan diminta untuk menyelesaikan pembayaran polis 

lapse yang tertunggak terlebih dahulu. Yaitu pembayaran premi yang sudah 

menunggak. Misalnya jika nasabah sudah tidak membayar premi asuransi 

selama 2 bulan artinya nasabah harus membayar secara penuh premi 

asuransi 2 bulan tersebut untuk kembali memulihkan polis asuransi.  

2.  Perusahaan Asuransi Memiliki Aturan yang Berbeda 

Setiap perusahaan asuransi biasanya memiliki aturan yang berbeda terkait 

pemulihan polis asuransi. Ada beberapa perusahaan yang memang 

mengharuskan nasabah yang kondisi polis asuransinya lapse harus 

menjalani pemeriksaan kesehatan ulang. Apalagi, saat dalam kondisi lapse 
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nasabah mengalami sakit. Oleh karena itu, kamu juga perlu memastikan hal 

ini pada agen asuransi terkait. 

Polis lapse ini bisa diaktifkan kembali dalam waktu maksimal sekitar 2 

tahun. Sebenarnya Jika diperhatikan kondisi polis lapse ini akan sangat 

merugikan nasabah. Pasalnya, saat nasabah membutuhkan klaim dalam 

kondisi sakit dan tidak bisa membayar biaya perawatan asuransi yang 

dibutuhkan justru tidak aktif. Sementara, untuk mengaktifkan kembali polis 

lapse ini harus membayar biaya tunggakan yang lama tidak dibayarkan dan 

belum biaya administrasi lainnya. 

Sehingga, jalan terbaik untuk menjaga polis lapse adalah membayar premi 

asuransi kamu setiap tanggal jatuh tempo dengan disiplin dan tepat waktu. 

Meskipun ini merupakan hal yang sepele namun bisa mencegahmu dari polis 

lapse yang justru akan merugikan nasabah. Apabila dihitung, biaya premi asuransi 

yang dibayarkan tepat waktu setiap bulan dibandingkan dengan tunggakan 

asuransi yang harus dibayarkan saat polis lapse. Maka justru lebih ringan ketika 

premi asuransi dibayarkan dengan rutin setiap bulan. 

3. Pengertian Agen Asuransi 

Istilah "agen" (dalam bahasa Inggris disebut "agent") lebih sering 

diguna.kan dalam literatur dan lebih mempunyai karakteristik yang umum 

sehingga dalam tulisan ini akan konsisten digunakan istilah agen kecuali memang 

ada hal-hal khusus yang ingin ditekankan. Sedangkan dalam bidang properti dan 

real estate lebih dikenal dengan istilah broker atau agen. Selanjutnya, dalam 
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bidang jual beli saham pasar modal, yang lebih dikenal adalah pialang (broker) 

atau dealer . 

Sebenamya, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau suatu 

perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk 

melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama 

prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, di mana 

sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu.34 

Agen Asuransi, dalam memasarkan program asuransi dapat dilakukan oleh 

seorang agen asuransi. Hanya saja untuk dapat melakukan sebagai agen asurasi 

harus dipenuhi syarat tertentu. Untuk masalah ini, dijabarkan lebih lanjut dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426 /KMK.06/2003 

tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasuransi (KMK No. 426/2003). Dalam Pasal 38 dikemukakan sebagai berikut :  

1. Perusahaan Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen 

asuransi yang memasarkan produk asuransinya; 

2. Perusahaan Asuransi dilarang mempekerjakan agen yang masih terikat 

perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi lain kecuali agen yang 

bersangkutan telah mengakhiri perjanjian keagenannya sekurang-kurangnya 

(enam) bulan; 

                                                           
34 Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya, hlm 243-

244. 
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3. Dalam hal Perusahaan Asuransi menggunakan jasa pemasaran selain agen 

asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Perusahaan Asuransi 

tersebut bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari 

penutupan asuransi dimaksud. 

Dalam hal ini nasabah, yakni calon pembeli polis asuransi harus aktif dalam 

mencari informasi sebanyak mungkin sehingga paham betul apa yang menjadi hak 

dan kewajiban dalam perjanjian asuransi. Dengan kata lain, informasi yang 

diberikan oleh agen asuransi tidak langsung diserap begitu saja, perlu mencari 

informasi yang lain terkait dengan produk asuransi yang hendak dibeli. Sebab 

acapkali ketika hendak mengajukan klaim, baru menyadari bahwa di dalam polis 

asuransi terdapat sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 

klaim. Di samping itu, ada kemungkinan yang diajukan klaim tidak termasuk 

dalam ruanglingkup risiko yang dijamin dalam polis asuransi .35 

Adapun Perlindungan Hukum bagi pemegang polis,  asuransi ahli waris dari 

pemegang polis/tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk 

dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan 

Pasal 1318 KUHPerdata. Pasal tersebut juga menjelaskan : 

“Bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu 

adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperolah hak dari padanya, 

kecuali jika dengan tegas diterapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian 

bahwa tidak demikian maksudnya.” 

 Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan  

                                                           
35 Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 55 
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“Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya perkataan “semua” dalam 

pasal tersebut berarti juga berlaku bagi perjanjian asuransi.” 

 Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata melahirkan beberapa asas antara lain asas 

kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas kepercayaan. 

Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menerangkan tentang perjanjian-

perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah 

pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup 

untuk itu. Dengan demikian apabila misalnyapemegang polis terlambat membayar 

premi maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian asuransi 

batal. Pasal 1338 ditutup dengan ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian-

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

Itikad baik merupakan suatu dasar pokok dan kepercayaan yang menjadi 

landasan setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi dan pada dasarnya hukum 

tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Pasal 1339 KUHPerdata berbunyi 

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas 

dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.  

Ketentuan ini yang melahirkan asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan 

mengenai isi perjanjian.Pasal 1324 KUHPerdata mengenai menafsirkan perjanjian 

harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. 

Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga 

dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah 
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melakukan perbuatan yang merugikannya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

juga mencakup beberapa ketentuan peraturan lainnya yang harus diperhatikan. 

Ketentuan yang dimaksud antara lain, Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak 

dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama 

berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh 

ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi 

ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan 

mengakibatkan perjanjian asuransi itu batal. 

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara 

tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) PP No 

73 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama 

apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh 

mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang 

berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan 

kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. 

Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam pasal 258 KUHD, 

yaitu : 

“Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut 

diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian alat-alat pembuktian lain 

di perbolehkan juga, manakala sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan.” 

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui 

bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian 

asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang 
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tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat 

yang memungkinkan perbedaan interprestasi, sehingga mempersulit tertanggung 

dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan 

asuransi. Disamping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat 

khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban 

untuk mencapai tujuan Asuaransi.  

Namun, di Pasal 257 KUHD ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian 

pertanggungan itu telah ada, segera setelah adanya kata sepakat, bahkan sebelum 

polis itu ditandatangani. Lain halnya menurut Pasal 258 KUHD ayat (1) yang 

mengatakan bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian36 pertanggungan, harus 

dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan 

diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat.  

Dari bunyi pasal ini jelas bahwa polis bukan merupakan syarat sahnya 

perjanjian tetapi merupakan sekedar alat bukti dalam perjanjian pertanggungan. 

Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek 

asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila 

tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 

251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau 

penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, 

mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga 

apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. 

                                                           
36 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2006), hlm. 54. 
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Hal-hal yang tidak dipenuhi oleh tertanggung sehubungan dengan kewajiban 

menurut Pasal 251 KUHD yaitu:  

1. keterangan yang keliru;  

2. keterangan tidak benar;  

3.  tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui tertanggung, betapa pun itikad 

baik ada padanya maka mengakibatkan perjanjian asuransi dimaksud batal.  

Perjanjian asuransi dibatalkan tentu harus diajukan permohonan pembatalan 

kepada hakim, apabila permohonan itu tidak dilakukan atau tidak diputuskan oleh 

hakim berarti asuransi tetap sah. Pemegang polis berhak menuntut haknya sesuai 

dengan isi perjanjian polis asuransi, karena perjanjian merupakan hukum yang 

mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukannya.37 

Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, maka akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan dalam perjanjian. 

Perusahaan asuransi harus menunjukkan bahwa ia betul-betul dapat menjadi 

andalan dan harapan masyarakat yang membutuhkan perlindungannya dengan 

tidak melakukan wanprestasi.  

Perusahaan asuransi juga memiliki beberapa alasan untuk tidak membayar 

klaim. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa perusahaan asuransi tidak 

membayar klaim:38 

                                                           
37

 http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cc0cb549f6df/pt-asuransi-harta-
amanharus-bayar-klaim-manalagi, diakses tanggal 18 April 2021 

  
38

  http://proteksikita.com/tag/asuransi-tidak-bayar-klaim, diakses pada tanggal 19 
April 2021. 
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a. Tidak termasuk dalam klausul (perjanjian kontrak), misalnya meninggal 

karena kecelakaan, namun ternyata nasabah meninggal karena sakit maka 

klaim meninggal tidak akan dibayarkan; 

b.  Termasuk dalam pengecualian, misalnya beberapa jenis kanker seperti 

kanker kulit, prostat, dan sebagainya. Setiap perusahaan asuransi 

menetapkan jenis kanker yang berbeda yang tidak bisa diklaim. Atau 

meninggal karena melakukan kejahatan, itu juga termasuk dalam 

pengecualian; 

c. Penyakit yang sudah ada, jika dalam diagnosa diketahui bahwa klaim yang 

diajukan diakibatkan penyakit yang sudah ada sebelum polis berlaku dan 

tidak tercantum dalam polis, maka klaim tidak dibayar; 

d. Dokumen yang tidak lengkap. Diperlukan kelengkapan dokumen saat klaim 

misalnya surat keterangan dokter, surat klaim dari nasabah sendiri. 

Kurangnya satu saja dokumen maka klaim tidak akan dibayarkan; 

e. Masih dalam masa tunggu. Beberapa jenis klaim seperti penyakit kritis, 

rumah sakit memerlukan masa tunggu (waktu setelah polis terbit) antara 30 

– 365 hari. Jika penyakit yang diklaim termasuk dalam masa tunggu maka 

klaim tidak dibayar; 

f. Polis dalam keadaan lapse.  Lapse yang berarti polis tidak aktif dikarenakan 

belum terbayarnya premi yang jatuh tempo maka perusahaan asuransi tidak 

akan membayarkan klaim yang diajukan; 
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g. Klaim diajukan lewat dari waktu yang ditentukan. Biasanya perusahaan 

asuransi menetapkan batas waktu untuk klaim antara 30-60 hari, lewat dari 

waktu tersebut maka klaim tidak akan dilayani;  

h.  Klaim diajukan karena nasabah melakukan tindak kejahatan, misalnya 

masuk RS karena dipukuli massa sewaktu mencuri; 

i. Tindak kejahatan asuransi, misalnya sengaja memotong jari sendiri demi 

mendapatkan uang penggantian. Atau ahli waris yang melakukan kejahatan 

terhadap tertanggung mengingat besarnya uang klaim yang akan didapatkan; 

j.  Berada di luar wilayah kontrak, misalnya dalam kontrak tertulis semua 

kejadian yang terjadi di Indonesia, namun ternyata kejadian ada di luar 

Indonesia maka klaim akan ditolak. Melihat banyaknya alasan klaim 

asuransi tidak dibayarkan, maka penting bagi para pemegang polis untuk 

mempelajari kontrak secara cermat karena setiap perusahaan asuransi jiwa 

mempunyai aturan yang berbeda.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak  

bulan April setelah dilakukannya seminar proposal. 

NO KEGIATAN 

BULAN (TAHUN 2021) KETERAN

GAN MARET JUNI AGUSTUS NOVEMBER DES-JAN 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. 
Seminar 

Proposal 
                

    
 

2. 
Perbaikan 

Proposal 
                

    
 

3. 
ACC 

Perbaikan 
                

    
 

4. Penelitian                      

5. 
Penelitian 

Skripsi 
                

    
 

6. 
Bimbingan 

Skripsi 
                

    
 

7. Seminar Hasil                      

8. 
Sidang Meja 

Hijau 
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Tabel 1.1 Waktu Penelitian 

 

2. Tempat Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka 

penelitian ini dilakukan di PN Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah 

Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. 

   B.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian 

terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan,39teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan di dalam penyelesaian skripsi ini yaitu 

deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian di dalam Putusan 

No.320/Pdt.G/2019/PN Mdn tentang Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi 

Terhadap Pemegang polis Yang Mengalami Status Polis Lapse (Kehilangan) 

Akibat Kelalaian Agen Dalam Pembayaran  Angsuran Premi. 

Disebut Perjanjian, yang mengarah pada sebuah penelitian hukum normatif, 

yaitu  suatu  bentuk  penelitian hukum  dimana mendasarkan  pada  karakteristik  

                                                           
39

 http://www.masabas.com/2016/05/contoh-skripsi-hukum-fakultas-hukum.html, 
diakses pada tanggal 22 Januari 2021 Pukul 00.35 WIB. 
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ilmu  hukum   yang  berdasarkan  pada  karakteristik  ilmu  hukum  yang  

normatif.40 

3.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer berasal dari penelitian lapangan (field research), 

diambil dari wawancara langsung dengan pihak PN Medan sedangkan data 

sekunder berasal dari penelitian pustaka (field research). Sumber penelitian 

hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan 

bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.41Data sekunder terbagi 

menjadi 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu: 

a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.42Bahan 

hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini 

terdiri dari: 

1) Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Putusan Nomor.320/Pdt.G/2019/PN Medan; 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen; 
                                                           

40 Astri Wijayanti, Strategi Penelitian Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011,  
Hal. 163 
 

41 Ibid. hlm181 
42 Ibid. 
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5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian; 

6) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian; 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan 

Usaha Perasuransian; 

8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 425/ 

KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha 

Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi; 

9) Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 

Reasurasi; 

10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa; 

11) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perusahaan Asuransi; 

12) POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan; 

13) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 

Jasa Keuangan; 

14) Pasca diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

JasaKeuangan (OJK) tanggal 22 November 2011 Tugas Menteri 

Keuangansebagai regulator dan pengawas dibidang perasuransian 

dialihkan ke OJK. 
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 b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, seperti: buku-buku, makalah hasil-hasil seminar, 

jurnal ilmiah, artikel,artikel bebas dari internet, surat kabar sepanjang 

memuat informasi yang relevan dengan penelitian tersebut; 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum dan ensiklopedia.43 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research).  

Yaitu dilakukannya penelitian yang dilakukan terhadap berbagai 

sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang 

hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum danjuga bahan-bahan kuliah, 

internet serta peraturan perundang-undangan. 

b. Studi Lapangan (Field Research)  

       Yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dengan ini 

peneliti secara langsung melakukan penelitiannya ke PN Medan, Jl. 

Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota 

Medan, Sumatera Utara. 

5. Analisis Data 

Menggunakan metode penelitian pustaka untuk menganalisis data dan 

menarik kesimpulan. Metode penelitian pustaka dilakukan dengan memperoleh 

                                                           
43

  http://www.masabas.com/2016/05/contoh-skripsi-hukum-fakultas-hukum.html 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 10/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Riska Fitriani Siregar - Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis....

http://www.masabas.com/2016/05/contoh-skripsi-hukum-fakultas-hukum.html


50 
 

 

data dari berbagai buku-buku, sumber bacaan yang berkaitan dengan judul skripsi, 

internet, jurnal,  peraturan perundang-undangan dan wawancara. 

Kemudian secara kualitatif menganalisis data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, yaitu sesuai dengan fakta-fakta penelitian yang dilakukan di PN 

Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota 

Medan,SumateraUtara.
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BAB V 

PENUTUP 

C. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengaturan Agen asuransi telah di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 

2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 28 yaitu, : “Agen asuransi 

adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang 

bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan 

Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili 

perusahaaan asuransi atau perusahaan asuransi Syariah memasarkan 

produk asuransi atau produk asuransi syariah.” Agen juga memiliki 

pengaturan tersendiri terhadap suatu kode etik agen asuransi untuk 

menawarkan jasa asuransi kepada masyarakat. AAJI (Asosiasi Asuransi 

Jiwa Indonesia). 

2. Tergugat (PT Prudential Life Assurance) sama sekali tidak 

bertanggungjawab dan sama sekali tidak ada itikad baik terhadap 

Penggugat (Yurnawilis) atas pengklaiman asuransi tertanggung Alm. 

Ambun Sari (ibu kandung penggugat)  tersebut, dikarenakan perkara ini 

juga dinyatakan sebagai obscuur libel (gugatan kabur) dimana dari 

posita dan petitum si penggugat yang tidak berkaitan, bukan berarti dari 

pihak tergugat sama sekali tidak bertanggungjawab atas pengklaiman 

asuransi si penggugat dan menurut peneliti hal tersebut sangat 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 10/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Riska Fitriani Siregar - Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis....



91 
 

 

merugikan dari pihak penggugat yang dimana dari pihak tergugat 

sangat diuntungkan. Ditegaskan juga di Pasal 77 ayat (1) POJK Nomor 

69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan 

Perusahaan Reasuransi Syariah yaitu: Peraturan OJK ini dikenai sanksi 

administratif berupa:  

1. Peringatan tertulis; 

2. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha;  

3. Pencabutan izin usaha. 

D. SARAN 

1. Seharusnya agen lebih memahami dan melaksanakan kewajibannya 

sebagai agen di perusahaan asuransi berdasarkan ketentuan-ketentuan 

atau peraturan perundang-undangan yang telah ada . 

2. Untuk menjaga nama baik perusahaan, dalam hal ini Perusahaan 

Asuransi maupun untuk perkembangan dunia asuransi di Indnesia,  

maka sudah sepatutnya Perusahaan Asuransi melakuakan 

pertanggungjawaban  klaim yang dilakukan nasabah atau pemegang 

polis. Dan seharusnya Hakim lebih teliti, baik, dan cermat dalam 

memutus suatu perkara. 
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